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PROVING BENGRULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daecrah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2018;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3312), scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 3688),
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yyang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Neoor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42860);

6. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahsaqg
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

IG.UmE'.ang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemernintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negar
A = a
Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah
_ > an Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); i

12, gnding-u ndang MNMomor 12 Tahun 2011 tentang
Ncm ntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

;;;nqt;&han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



13.Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tenlang
Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5587}, scbagaimana telah diubah
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 5679);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854},

15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
;‘amcl':;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
72005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4573);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
‘N_egara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Dee
(Lembaran Negara Republik Indonesia ~Nomor 110,
'gsigigahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

)i



19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20{.‘!5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

70.Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2000 teniang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Kcterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Peyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

73 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219];

25, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik _
Nomor 5272); & epublik Indonesia

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republi i
Nomor 6041); & epublik Indonesia

27.Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelul.aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),;



ri Nomor 105 Tahun 2000
giawaban Keuangan
donesia Tahun 2000
Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Dalam Nege

r/ tentang Pengelolaan dan Pertanggun
/ Daerah {Lembaran Negara Republik In
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4022);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

40, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenlang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomer 157}

31.Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan Dacrah
[Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor

13);

22 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong NMomor 1 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2018 Nomor 1J;

33. Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTAN
G PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
;uEHIBDAP&TM DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun An W
a. Pendapatan Asli Daerah
Rp. 35.300.104.726,71
b. ; p _
c :Fnﬁﬂﬂi"“‘a“ e P':m.'“’a"fgﬁ“ Rp. 516.194.934.41 1,00
- Pepderatan PAREE 1AtTidin angab. B 113.717.640.616,89
ndapatan Rp. 655.221.679.754,60



i

Fa

feanja
a. Belanjit Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 214.823.026.616,00

2) Belanja Bunga Rp. 0,00

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
4} Belanja ibah Rp. 8.672.001.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.060.000.000,00

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00

7] Belanja Bantuan Keuangan Rp. [111.157.289.700,00

8} Belanja Tidak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 335.712.317.316,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 51.220.899.468,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 144.646.052.988,00
3) Belanja Medal Rp. 141.122.921 327,25
Jumlah Belanja Langsung Rp. 336.989.873.783,25
(3} Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 18.329.103.366,03
b. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netio Rp. 18.329.103.366,03

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 10.848.592.021,38
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci [ebih [anjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
tercantum dalam Lampiran 1l Peraturan Bupati ini,

Pasal 5

La.m_pi.ran Ang_gamn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



i

Ammrﬁn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

pupid inh dalam Besita Dactah.

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 16 Agushid

SEHKRETARIS DAERAH
KABHPATEN LEBONG,

e

H. MUSTARANI ABIDIN

Pasal 6

Peraturan

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal /6 Ang’m’-‘- 2019

A BUPATI mnum?ﬁ

91 H. ROSJONSYAH

2019

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 3{

PEHERINTAH KABUPATEN LEBONG
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